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ABSTRAK 
Partai politik merupakan satu diantara faktor yang penting dalam sistem politik sebuah negara demokrasi, 
dimana kemudian partai politik bagian dalam sistem politik keamanan tata kelola publik. Bahwa dalam 
proses penerapan, sistem politik keamanan tata kelola publik , partai politik wajib melakukan kontrol atas 
sebuah sistem politik keamanan tata kelola publik yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan 
fungsi pemerintah. Ditengah masyarakat akan menjadi sebuah keniscayaan karena hukum berfungsi 
melayani masyarakatnya sesuai area dan eranya, dengan pendekatan sosiologis penelitian ini dapat 
mengaitkan antara pergulatan dan kesepakatan politik, serta kenyataan-kenyataan masyarakat yang 
mempengaruhinya.   Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan istithaah 
pelaksanaan haji di Indonesia yang tersistematis, terstruktur dan masif?  Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode penelitian yuridis normatif. Simpulan dari peulisan ini adalah bahwa kekuatan atas lahirnya 
sebuah kekutan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk 
membangun sistem politik keamanan tata kelola publik, serta komunikasi politik dari pusat hingga ke akar 
rumput diperlukan, sehingga akan lahir sebuah kekuatan dalam menjaga sistem politik keamanan tata kelola 
publik yang tersistematis, terstruktur dan massif.  Pemerintah yang merupakan (ulil amri) hasil dari Proses 
Politik dan juga merupakan kader dari Partai Politik wajib meningkatkan pelayanan kesehatan (termasuk 
memfasilitasi)  sebaik mungkin bagi calon jama’ah haji yang menderita gangguan kesehatan agar dapat 
melaksanakan ibadah haji dengan baik. Bahwa kekuatan atas lahirnya sebuah kekutan politik melalui proses 
politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk membangun sistem politik keamanan tata kelola 
publik, serta komunikasi politik dari pusat hingga ke akar rumput diperlukan, sehingga akan lahir sebuah 
kekuatan dalam menjaga sistem politik keamanan tata kelola publik yang tersistematis, terstruktur dan 
massif.  
Kata kunci: Membangun sistem politik, pelaksanaan Istihaah Jamaah Haji Indonesia. 
 
I.  PENDAHULUAN 
Demokrasi Indonesia telah memasuki tahun ke-21 sejak tahun 1998, berbagai perjalanan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara telah dilewati oleh mayarakat Indonesia. Berbagai hal telah dilalui di 
antaranya adalah Amandemen UUD 1945, kebebasan pers, pemisahan yang jelas dan/atau tegas antara 
militer dan sipil, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, bahkan kebebasan berpolitik, dimana hal ini 
mempengaruhi tata kelola publik  yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat hingga pada 
lapisan bawah. 
Jimly Asshiddiqie, partai politik dapat diartikan sebagai “…suatu bentuk pelembagaan sebagai wujud 
ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis…“, yang 
“…bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang 
menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan…“, sehingga “…berperan dalam 
proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (value and interest) dari konstituen yang diwakilinya…“. 
Dengan kata lain, partai politik adalah media aspirasi bagi masyarakat luas untuk ikut dalam proses 
penentuan kebijakan dalam kehidupan bernegara (Jimly Asshiddiqie, 2006). 
Sistem pengelolaan partai yang baik dengan struktur organisasi yang modern sangat menentukan di 
dalam bekerjanya sistem kehidupan berbangsa dan bernegara dengan ketatanegaraan berdasarkan pada sistem 
pengawasan dan keseimbangan (checks and balances system). Sehingga peran dari Partai politik dalam 
proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (values and interests) dari konstituen yang diwakilinya 
untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.  
Ada empat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo (Miriam B, 2003). Dasar-Dasar Ilmu 
Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), meliputi sarana: 
 
1. Komunikasi politik; 
2. Sosialisasi politik (political socialization);  
3. Rekruitmen politik (political recruitment); dan  
4. Pengatur konflik (conflict management).  
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Sosialisasi politik, yakni partai politik berusaha dalam menunjukkan identitas ideologi partai politik 
tersebut dengan upaya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat. Sehingga partai politik harus mendidik 
dan membangun orientasi pemikiran bagi kadernya dan/atau masyarakat pada umumnya, dimana 
membangun kesadaran akan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Sebuah komunikasi politik bagi partai 
politik sangat berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (political socialization), dimana 
kemudian Ide pemikiran sebuah ideolgi, visi dalam pencapaian tujuan, serta sebuah kebijakan strategis yang 
menjadi tujuan partai politik bagi masyarakat diharapkan mendapatkan feedback dengan hasil dukungan dari 
masyarakat.. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka 
pendidikan politik.  
 
II.  PERMASALAHAN 
Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan istithaah pelaksanaan haji di Indonesia 
yang tersistematis, terstruktur dan masif?   
 
III. METODE PENELITIAN  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dengan metode 
pendekatan prosedural, politis, dan sosiologis. Pendekatan prosedural dengan cara melihat pengaturan yang 
secara tegas berkaitan dengan prosedur sistem hukum yang berlaku, pendekatan politik sebagai pilihan guna 
memahami maksud suatu norma, dan pendekatan sosiologis dipilih karena setiap norma itu tidak berada 
dalam situasi vacuum melainkan mewujudkan kenyataan dan keinginan masyarakat yang kemudian 
diterjemahkan dalam bentuk politik.  Pendekatan sosiologis penelitian ini dapat mengaitkan antara pergulatan 
dan kesepakatan politik, serta kenyataan-kenyataan masyarakat yang mempengaruhinya 
 
IV. PEMBAHASAN 
Ibadah Haji merupakan rukun Islam ke 5 dimana kewajiban bagi umat Muslim dalam menjalankannya 
jika mampu. Surat Ali Imran ayat 97 (Ibadah haji diwajibkan bagi yang mampu (Istithaah) melakukan 
perjalanan ke Baitullah). Kata dan/atau kalimat Jika mampu yakni bukan saja mampu dalam aspek dan/atau 
segi faktor ekonomi melainkan mampu dalam aspek dan/atau segi faktor Kesehatan (Baik fisik maupun 
mental) di dalam melaksanakan dan/atau menjalankan rukun haji,  dimana sebagian besar pelaksanaan haji 
melibatkan fisik. 
Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia, dimana hal ini juga menjadi perhatian 
pemerintah Arab Saudi sehingga memberikan jumlah jamaah haji (Quota) yang cukup besar bagi para 
jamaah haji Indonesia, serta setiap tahunnya terus bertambah. Sehingga hal ini menyebabkan problematika 
dan/atau permasalahan dalam penyelenggarakan kesehatan haji yang semakin kompleks di masa mendatang. 
Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas pemerintah dalam hal ini merupakan perintah Undang 
Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa 
penyelenggarakan haji meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan haji. Kementerian Kesehatan dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jamaah Haji dan 
Permenkes No. 62 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaran Ibadah Haji. 
Istihaah atau kemampuan yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai capacity atau capability yang 
menjadi salah satu syarat wajib haji, hal ini juga diatur dalam QS Ali Imran ayat 97 dinyatakan bahwa ibadah 
haji merupakan kewajiban manusia kepada Allah SWT bagi yang mampu (Istihaah) mengadakan perjalanan 
ke Baitullah. Secara umum, Istihaah merupakan kekuatan Jemaah haji yang meliputi kesehatan secara fisik 
dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga jamaah haji 
dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan aturan agama Islam. 
Istihaah kesehatan Jemaah haji merupakan hal yang terpenting untuk diatur dan diperhatikan oleh 
stakeholder termasuk Jemaah haji itu sendiri, tujuannya agar Jemaah haji dapat melaksanakan rukun dan 
wajib haji dengan baik sesuai dengan ketentuan Islam. MUI melalui fatwa MUI telah mengeluarkan 
Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia VI tahun 2018 Tentang 
Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fiqh Kontemporer) pada tanggal 9 Mei 2018.  
Berikut Bagan pemeriksaan kesehatan bagi calon jama’ah haji: 
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Sumber: Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Haji RI Tahun 2017. 
 
Jika dilihat berdasarkan pada bagan diatas maka dalam Pemeriksaan kesehatan jamah haji Idonesia maka 
yang dilakukan sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka Istathaah 
Kesehatan Jemaah Haji ada 3 tahap antara lain: 
1. Tahap Pertama dimana Pemeriksaan kesehatan dijalankan  oleh Tim Penyelenggara Kesehatan di 
Puskesmas pada saat Jemaah Haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi. Pada 
tahap ini dilakukan identifikasi Risiko kesehatan untuk diatasi termasuk dengan pengobatannya dan 
perawatan. 
2. Tahap Kedua dimana Pemeriksaan Kesehatan dijalankan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji 
pada tingkat Kabupaten/Kota di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit pada saat pemerintah telah 
menentukan kepastian keberangkatan calon Jemaah Haji. 
3. Tahap Ketiga dimana Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji dalam memastikan kesehatan 
pada calon jemaah haji apakah dapat berangkat menunaikan rukun islam kelima atau tidak. 
Dimana pada pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 tentang istithaah kesehatan yang 
ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2016 dan diundangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia pada tanggal 11 April 2016. 
Bahwa perwujudan dalam melindungi Jemaah haji khususnya yang Jamaah haji Indonesia serta dapat 
menjalankan dan/atau melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan rukun haji dan/atau Syariat Islam 
yang telah ditetapkan. Dimana dalam hal ini sangat amat perlu dilakukan atau dilaksanakan sosialisasi pada 
pembinaan dan pelayanan kesehatan baik secara fisik maupun mental bagi setiap calon jemaah haji Indonesia 
dari mulai saat pendaftaraan hingga dinyatakan siap berangkat ke Tanah Suci Mekkah. Bahwa hal ini sangat 
berguna dalam mewujudkan Istithaah (kemampuan) kesehatan bagi Jemaah Haji Indonesia. Perlu menjadi 
perhatian bagi pemerintah dimana program pada kegiatan Istithaah Kesehatan Jamaah Haji Indonesia sangat 
amat perlu dijalankan karena kesehatan adalah salah unsur dan/atau faktor dalam menjalankan ibadah haji 
dimana kesehatan fisik dan mental menjadi unsur utama selain dari pengetahuan dan/atau ilmu akan syariat 
dan/atau rukun haji serta faktor ekonomi.  
Pemerintah Saudi Arabia telah memberikan kewajiban untuk melinudngi jama’ah haji itu sendiri dari 
penularan penyakit-penyakit yang didapat dari kumpulan jamaah haji yang datang ke Saudi Arabia. 
Sebagaimana telah dipublikasikan mengenai kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Saudi Arabia, 
cq Kementerian kesehatan Saudi Arabia dan Kementerian kesehatan Republik Indonesia, dalam bidang 
pelayanan kesehatan , yang dituangkan the joint working group on health cooperation (JWHG) di Riyadh 
tanggal 4 Maret 2019. (Dept.Kesehatan RI, 2019). Adapun rencana aksi kerjasama tersebuat akan 
dilaksanakan sampai dengan tahun 2020, yang mencakup: 
 
a. Kerjasama Internasional Health Regulation untuk mengatasi permasalahan penyakit menular yang 
rentan terjadi saat musim haji; 
b.  Kerjasama penempatan dan perlindungan tenaga medis kesehatan professional Indonesia ke Saudi 
Arabia; 
Pembinaan Kesehatan Tahap Ketiga 
Laik Terbang Tidak Laik Terbang 
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua 
Memenuhi syarat 
Memenuhi Syarat dengan 
Pendampingan 
Tidak Memenuhi Syarat 
Sementara 
Tidak Memenuhi Syarat 
Pembinaan Masa Tunggu 
Pemeriksaan Tahap Pertama 
Risti Non Risti 
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c.  Kerjasama pelayanan kesehatan bagi jamaah Haji Indonesia; 
d.  Kerjasama pencegahan dan pengendalian penyakit menular; 
e.  Kerjasama penelitian Bersama tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menular; 
f.  Peningkatan kapasitas pembentukan WHO collaborating center for Hajj and Umrah health di 
Indonesia; 
g.  Training/ pelatihan Bahasa Arab; 
h. Kerjasama penelitian dan pengendalian serta pencegahan penyakit Mers-Cov. 
 
Dalam prakteknya diberikan fasilitas dan pelayanan bagi jamah yang tidak mampu berjalan kaki , usia 
lanjut dan juga mereka yang mengalami kelelahan. Seperti yang diungkapkan PPIH (Panitia penyelenggara 
Inadah Haji) yang diberikan di Bandara Saudi Arabia secara cuma-cuma. (Nurmayati, 2019). 
Negara Indonesia merupakan Negara terbesar dengan jumlah umat Islam yang tersebar di dunia. Melihat 
Kondisi ini, pemerintah Saudi Arabia menambahkan kuota pada tahun 2019 untuk haji regular adalah 
231.000 jama’ah dan 17.000 jama’ah bagi haji khusus. (Ardhi Suryadi, 2019). Dengan adanya kuota calon 
jamaah haji Indonesia maka calon jemaah haji yang menunggu untuk masuk dalam rombongan jamaah haji 
Indonesia menjadi sangat berisiko tinggi terhadap kesehatan. Sementara itu pelaksanaan Ibadah Haji sangat 
amat dibutuhkan kesehatan fisik dan mental yang baik.  
Hak melaksanakan ibadah haji, sudah menjadi perhatian Pemerintah, dalam hal calon jamaah Haji 
berada dalam keadaan sebagai berikut: 
 
a. Bagi perempuan yang dalam keadaan hamil, usia kehamilan minimal adalah 14 sd 26 minggu , 
dapat pergi haji, hal ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri kesehatan dan 
kesejahteraan Sosial no. 458 tahun 2000 No. 1652.A/ Menkes-Kesos/ SKB/XI/2000 tentang calon 
Haji Wanita Hamil untuk melaksanakan ibadah haji. 
b. Pasien hemodialisa atau pasien yang harus cuci darah, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 
No. 15 Tahun 2016 tentang istithaah Kesehatan Jemaah haji. 
c. Calon jama’ah haji yang tidak boleh berangkat adalah mereka yang memiliki penyakit paru 
obstruksi kronis (PPOK) derajat IV, gagal jantung stadium IV, kegagalan fungsi ginjal kronis 
stadium IV, AIDS stadium IV, stroke haemorhagis luas. berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 
No. 15 Tahun 2016 tentang istithaah Kesehatan Jemaah haji. 
 
Menurut data sistem informasi dan komputerisasi Haji terpadu atau SISKOHAT, rata-rata usia Jemaah 
haji Indonesia adalah 61 tahun keatas (26%), merupakan usia lanjut yang membutuhkan pelayanan khusus. 
(Edi S S, 2017). 
Oleh karenanya , istiihaah haji tidak saja dibatasi oleh keuangan saja, namun kesehatan  fisik dan 
keadaan mental ditentukan oleh ukuran yang dtetapkan Pemerintah RI. Agar tidak menjadi beban bagi 
jamaah haji lainnya dan petugas PPIH. Walaupun Rumah Sakit di Saudi Arabia menyediakan fasilitas yang 
sangat baik, namun harus ada pendampingan petugas PPIH. Petugas PPIH banyak, namun bagi mereka yang 
memiliki penyakit yang dilarang tersebut di atas, harus didampingi terus menerus, guna memantau keadaan 
mental dan kesehatan jamaah.  
Calon jamaah haji Indonesia yang ingin berangkat ke Tanah Suci wajib dan/atau harus dalam 
menjalankan syarat istithaah kesehatan dimana meliputi kesehatan fisik dan mental yang terukur dan/atau 
sejelas dimana harus dibangun sistem secara Terstruktur, Tersitematis dan Massif dimana pemeriksaan yang 
dilakukan harus dijalankan oleh Kementerian yang berwenang dalam hal ini Kementrian Kesehatan Republik 
Indonesai sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Sehingga Jemaah Haji Indonesia  dapat 
menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.  
Negara dalam hal ini Pemerintah wajib bertanggung jawab kepada setiap warga negara dalam 
menjalankan ibadah haji, serta wajib memberikan perlindungan dan/atau jaminan secara maksimal  bagi 
kesehatan warga negara dalam melaksanakan ibadah haji.  
 
V.  SIMPULAN 
Sebuah keberadaban dan/atau nilai kualitas kehidupan politik yang dimaksud adalah bahwa partai politik 
dengan berbagai peran dan fungsinya mampu menekan dan/atau menyelesaikan segala bentuk persoalan 
dan/atau permasalahan yang muncul atau timbul ditengah masyarakat era modern 4,0 (digital) yang terkesan 
tidak ada batas ruang dan waktu. Sehingga situasi iklim politik yang terbangun lewat partai politik dapat 
tercipta dimana perbedaan pendapat yang berpotensi menjurus kepada konflik destruktif secara eskalatif 
dapat diatasi lewat cara dialog dan/atau musyawarah yang dibangun secara konstruktif. Bentuk peran partai 
politik sederhana disebut sebagai representation of idea, yakni pekerjan sebagai wakil kepentingan 
masyarakat. Partai politik menunjukkan jalan lobby politik bagi sebuah permintaan pendapat dan/atau 
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tuntutan penuh persaingan politik, serta menyediakan sarana lobby politik dalam menuju pergantian 
kepemimpinan politik secara damai dan/atau sah menurut Konstitusi. 
Partai politik merupakan elemen penting dalam sistem politik di suatu negara. Proses pelaksanaan 
kebijakan, partai politik memiliki peran berupa kontrol atas kebijakan yang dikeluarkan dan/atau dijalankan 
pemerintah. Pemerintah yang merupakan (ulil amri) yang merupakan hasil dari Proses Politik dan juga 
merupakan kader dari Partai Politik maka harus  didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sebaik 
mungkin bagi calon jama’ah haji yang menderita gangguan kesehatan agar dapat melaksanakan ibadah haji 
dengan baik.  
Keikut sertaan politik rakyat dapat berjalan dengan baik pada segala unsur pada pemerintahan, baik yang 
berupa proses pengisian jabatan ataupun pada proses pengambilan keputusan dan/atau kebijakan yang 
diambil, karena demokrasi memerlukan sistem keterbukaan informasi, jaminan kebebasan hak rakyat, saling 
menghormati dan/atau menghargai serta kepatuhan dalam menjalankan sebuah aturan yang telah disepakati 
bersama. 
Dari uraian di atas,  partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara. Dimana fungsi yang sangat strategis bagi partai politik dalam melaksanakan perbaikan 
dan/atau perubahan dari berbagai macam sisi dan/atau aspek kehidupan sehingga di masa yang akan datang 
partai politik menjadi sebuah sarana da/atau media bagi rakyat. Daniel S. Lev menyebutkan, yang paling 
menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan ataupun kekuatan politik, yaitu 
bahwa hukum sedikit atau banyaknya selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, 
tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan 
seterusnya (Daniel S. Lev.1990.) 
Dalam tulisan ini tujuan penulis yakni kekuatan atas lahirnya dari kekuatan politik yang dimana melalui 
proses politik di dalam institusi negara yang diberikan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan 
dari pusat hingga ke akar rumput sangat diperlukan. Sehingga dalam membangun sistem politik keamanan 
tata kelola publik dari sistem politik yang tersistematis artinya benar direncanakan dengan matang (by 
design); Terstruktur, dilakukan oleh aparat struktural yang berwenang; Masif, sangat luas di seluruh aparat 
yang berwenang dalam Istithaah pelaksanaan haji di Indonesia dan/atau bukan sporadis dapat terwujud. 
Penguatan Istihaah Kesehatan Jamaah Haji harus masuk kedalam Undang-Undang dimana guna memperkuat 
dan/atau dapat memberikan rasa keadilan bagi para jamaah haji. 
 
VI. SARAN. 
Partai politik dalam membangun sistem politik keamanan tata kelola publik harus dilakukan secara 
tersistematis, terstruktur dan massif bagi penerapan dan/atau pelaksanaan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji di 
Indonesia, dimana Partai Politik memiliki struktur dari tingkat Pusat hingga akar rumput, yakni:  
 
1. Kebijakan dan/atau regulasi yang mendukung Istithaah Kesehatan Jemaah Haji; 
2. Ikut mendorong dan/atau menjaga dalam pemeriksaan pembinaan Kesehatan Jamaah Haji dari awal 
persiapan di Indonesia; 
3. Pengetahuan, sikap dan perilaku Jemaah haji terhadap aktifitas ibadah haji; 
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